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WALIKOTA KENDARI

PERATURAN DAERAH KOTA RENDARI

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENT AN

RETRIBUSI RUMAK. POTONG FUEWAN

DENGAN RAHMAT TV/HAN YANG MAHA E‘.Sﬁg

Menimbang :

7 Mengingat

WALIKOT A KENDARI,

a. bahwa Rurnah Potong Hewan mempunyal peran: n yang

sangat penting dalamm rangka menjamin aalitas
pemotongan hewan dan penanganan daging bewan yang
Aman, Sehat, Utih dan Halal (ASUH,. '

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Dae rah dan Retribusi NDaeral,
dengan demikian Peraturan Dacrah Kota Kendari Nomor
4 Tahun 1999 tentang Retri busi Ru nau Potong Hewan
dan Perubahannya perlu dicabut dan diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai:nmsu 1a
dimaksud dalari huraf a dan b diatas, perlu membeniuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan.

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3206};

Undang-Undang  Nomor &  Tahun 1929 tentang
Perlindungan Konsum en(Lembaran Negara “Rc:‘-:pu_b‘lik
Indonesia Tahun 1999 Nomor ., Tambahan Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor ) ;

Undang-Undang Nomor o8& Tahun 1990 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi,
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9.

dan Nepotisme (L.embaran Negara Repuwolik Indonesia
Tahun 1999 DMomor 75, Tambeahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3845) ;

Undang-Undanp  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Nega a (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang INomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuin 2004 Nomor 5, Tambahen Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2004
Nomor 353, Tambahan Lembaran Negwa Republik

Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuna 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaian
Negara Republik Indonesia Nornor 125) sebagaime na telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-lUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan Dacrah
Jdembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor &3 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antaia Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran hegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438});

Undang-Undany Nomer 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Keschatan Hewan ( Lemoaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 5019);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik



RS et

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ‘entang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu.a 1983 Nomo. 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintalh Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Uruvsan Pemerintakan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembarar N>gara 2epublik indonesia
Tahun 2007 Nomor 823 Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomot 4737}

13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kota Kendari Tahun 2001 Nornor 6);

14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Keadari Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM KOTA KEND AR
dan
WALIKOT A KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG
’ RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paral 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.

3. Walikota adalah Walikota Kendari.

4. Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang perlaku.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Pertanian.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan




10,

11.

12.

komenditer, perseroan lainrya, badan usaha milik negara atat’ dacrah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperesi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisast  massa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, leribaga. bentuk
usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya. f

Rumah Pemotongan Hewan yang s:lanjutiiya disingkat RPH adalah suatu
bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang
digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas Dagl konsumsi
masyarakat luas.

Hewan Potong adalah Hewan selain satwa liar ang produknya
diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan
atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi,
kerbau, kuda, kambing, domba dan babi. .

Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkaa daging baik
untuk dimenfaatkan atau dipe:dagangkan yang terdui atas kegiatsn
peiuciiksacn  kesehatan hewan sebelum hewan  disembetih,
penyembelihan, penyelesaian peniyernbelihan  dan  pemeriksaan  daging
dan bagian-bagiannya, selain unggas.

Penyembelihan Hewan Potong yang selanjutnya discbut penyembelihan
adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menycmbelih.

Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazm
dikonsumsi manusia kecuali yang telah diawetkan dcngan cara lain selain
pendinginan.

Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong
hewan potong atau menyuruh memotongkan hewan potong dengan
maksud untuk dijual dagingnya ditempat yang telah ditetapkan.

_Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

14.

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan olch selctor Swasta.

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut R¢ iribusi adauah
pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah termasuk pelayanar pemeriksaan kesebatan hewan
sebelum dan sesudah dipotong, serta penanganan daging hewan.

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturar

16.

17

18.

19.

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Peinerintah
Daerah «

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok
retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumleh kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yeng terutang atau secharusya tidak terutang.




BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut vetribusi atas
pelayanan dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.yvang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)

Pasal 3

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk  pelaycnan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, vang
disediakan, dimiliki, dan/atau ditelola oleh Pem erintah Daerah.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongar. hewan ternak
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olch BUMN, BUMD, dan pihak
swasta. :

Pasal 4

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan ada al orang pribadi atau badan
yang memperoleh pelayanan {an/atau nenikmati/ memakai fasilitas
rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikeiola
langsung oleh Pemerintah Daerah;

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan
yang telah memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas
rumah potong hewan ternak yang disediakan, dirniliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

B AR IR
GOLONGAN RETRIBUST

Pasal B

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan scbagai Retribusi Jasa U: aha.

(1)
(<)

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JAS/.

Pasal 6

Dasar pengenaan retribusi untuk Pelayanan Rumah Potong Tlewan diukur
dari tingkat penggunaan jasa.

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada -vat (1) meliputi

pemotongan hewan, pemeriksaan hewan dan pemeriksaan daging vang
didasarkan pada jenis layanan dan jenis hewan.
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BAB W

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAR STRUKTUR DAN

BESARAN TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara
efisien dan berorientasi pada harga pasar. :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUS]

Struktur dan besaran

tarif retribusi

Pasal 8

dinvatakan

dalam

rupiah  (Rp),

berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan serta jenis hewan vang ditetapkan

" sebagai berikut:

NO JENIS PELAYANAN

JENIS TZRNAK

‘ TAFIF

1 2

3

4

1. | Pemeriksaan Kesehatan
1 Tlevw it

a.Pemeriksaan Ante
Morten

b.Pemeriksaan Post
Morten

1.8pi/ Kerbau/Kuda
2.Kambing/Domba/Babi

1.S8api/Kerbau/Kuda

2.Kambing/Domba/Babi.

2. | Pemakaian Kandang

.Sapi/Kerbau/Kuda

2.Kambing/Domba /Babi

Rp.10.000/Ekor
Rp.10.000/Ekor

' Rp.10.000/Ekor
Rp.10.000/Ekor

Rp. 20.000/Ekor
| Rp.  5.000/Ekor

3. | Pemakaian Tempat
B Pemotongan

1.Sapi/Kerbau/ Kuda
2.Kambing/Domba/Babi

Rp. 20.000/Ekor
Rp. 5.000/Ekor

4. | Pemakaian angkutan

Rp.100.000/Trayek

Hasil ikutan ternak
berupa kulit

(@3]

1.Sapi/Kerbau/Kuda

2.Kambing/Domba/Babi

Rp. ~.000/Lembar
Rp. . 000/Lembar

6. | Pemberian rekomendasi
pemotongan hewan
dikenakan biaya
administrasi

1.Sapi/Kerbau/Kuda
2.Kambing/Domba/Babi

Rp.100.000/Surat
Rp. 50.000/Surat

Pasal @

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ditinjau  embali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagairana dimaksud pada ayat (1) dilaku kan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapksn
dengan Peraturan Walikota atas persetujuan DPRD.
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BADB VI
WILAYAR PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan penyediaan
" fasilitas Rumah Potong Hewan diberikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

(1) Masa retribusi adalah jangka walktu yang lamanya 1 (satu) aari atau
ditentukan lain oleh Walikota.

(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamake:.

BARE IX
PENETAPAN RETRIBUSY

Pasal 12

(1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikote.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBU 5K

Baginn Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Prsal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRI) atau dokunien lain yang
dipersamakan

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Hedua
Keberatan

Posal 14

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanyva kepada Walikota atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain vang dipersariakan.

(2) Keberatan digjukan secara tertuiis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Weajb Retribusi dapat




menunjukan bahwa jangke walktu itu tidal dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannye sebagaimana dirraksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kenendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiben membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Fasal 18

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas leberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Keputusan Walikota atas keberaten dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atant menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah " 2wat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, lkeberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau selaruhnya,
kelebihan pernbayaran Retribusi dikembalikan dengan ditamrbeh imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untulk palirg lama 12 (daa belas)
bulan. |
Imbalan bunga sebagaimana dima«sud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbit!zannya SKRDLB.

Bagirn Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembuyz-amn

Pasal 16

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepaua Walikota.

Walikota aalam jangka waktu paling 6 {enam) bLulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian ke.cbihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusari.

Apabila jangka waktu sebagaimara dimaksud pada ayat (2) {telan
dilampaui dan Walikota tidak m:mberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB. , :

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihen pembayaran
Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi s~bagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.




BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

(1) Retribusi yang terutang harus dibavar lunas.
(2) Setiap pembayaran retribusi diberil-an tanda bukti ; embayaran yang sah.
(3)Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
BAR® XI1I
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Untuk melakukan penagihan retribrusi, Walikota dapat menerbitkan STRD
jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada
waktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan retribusi terutang seperti yang dimaksud pada ayat (i)
didahului dengan Surat Teguran. ‘

(3) Jumlah kurangnya retribusi yanrg terutang dalam STRD secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sangsi administrative.

(4) Tata Cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAR XIIX
SANKSI ADMINISTRASK
Pasal 19

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wektunva atau
kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi beiupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan ‘Retribusi terutang sebagairnana dimaksud pela ayat (1)
didahului dengan surat teguran.

(3) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada aya* (1), dilakukan

‘ setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kureng
membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB KIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEDBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

7 Retribusi.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAR XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak wuntuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidan. di bidang
retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud padz ayat (1),
tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran; atau




b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Tepuran dan Burat Faksa sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejax
tanggal penyampaian Surat Paksa rerschbut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
Ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakar

... mas!h mempunyai utang Retribus! dan belum melunasinya kepaua
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada Ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayarar daa permohonan keberatan oleh
wajib Retribusi.

Pasal 22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hLak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

{Z) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi Kota

 yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAR XVI
PEMERIKSAAN
Pasal 23

(1) Kepala Daerah berwenang merakukan pemeriksaan untuk menguyl
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaks: nakan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

%

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untug memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang aiperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAR XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24
1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi davat diberikan insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentit sehagaimana dinaksud
pada ayat (1) diatur Walikota berdasarkan letentuan perundang-undangan
yvang berlaku,

L BAB IXVIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar
retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, schingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungar paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak 3 (tiza) kali jumlah retribusi terutang yang
tidak atau kurang bayar.

(2) Pengenaan pidana sebagairnana dimaksud pada avat (1) tidak mengurangi
kewajiban Wajib Retribusi untul membayar retrit asinya.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (' adalali Pelanggaran

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 26

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Fenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Dalamn melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang :

a. menerima, mencari, mengurmpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana; ‘

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan moengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehu bunghn
dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atzu baddn
‘sehubungan dengan tindak pidana; ‘ :

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan cdan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mondapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksan-n cugas peyidikan
tindak pidana;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

T mengambil sidik jari dan memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak
pidana;

i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai

AAAAA tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan setelah nendapat petunjuk dari penyidik POLRI
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut buksn
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik  POLRI
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.




Pasal 28

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil
penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

(1) Terhadap piutang Retribusi yang perakhir dalam masa retribusi sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan berdasarkan
Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Kendari Nomor 4 Tahun
1999 tentang Retribusi Rumah Fotong Hewan dan perubahannya.

(2) Selama Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerali ini b:lum diterbitkan,
peraturan  pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAR XXI
KETENTUAN PENUTUPF
Pasgal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya
__Naerah Tingkat 11 Kendari Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
Nomor 61 Tahun 1999 Seri B Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengen
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daeraa Tingkat II Kendari Nomor
4 Tahun 1999 tentang Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku secjak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ko.a Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal // - ¢~ 2011

WALI KENDARI %
7/

H. ASRUN
Diundangkan di Kendart
pada tanggal /7 - /~ 2011

SEKRETARIS DAERAH

KOT% KENDARX

HAMARULLAH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
Nip. 19551217 198302 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2011 NOMOR..:?.




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA RENDARI
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI RUNMAH POTONG HEWAN
I. UMUM -

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
FPajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan di bidang
pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingsa dapat
meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-
Undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi
daerah yang dapat dipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastien bagi
masyarakat dan dunia usaha.

‘Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah
Retribusi Rumah Potong Hewan, vang pengaturannya bertujuan antsra lain
memberikan perlindungan bagi konsumen daging dan penyediaan daging yang
aman, sehat, utuh dan halal.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, ‘naka Peraturan Daerah yang
ada sudah tidak sesuai dengan ketentuan peruturan perundang-undangan
yang berlaku sehingga perlu diganti dan disesuaik: n. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daecran tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3 ‘
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasgsal 5

Cukup jelas.

‘Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9 ;

Cukup jefa:s.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam Pasal ini dan
Pasal-Pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi
penetapan besarnya retribusi terutang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 =
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
__Paeal 17 ‘
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Surat teguran adalah semua jenis surat yvang mempunyai maksud
menegur ‘dan meraperingatkan wajib retribusi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19 «}
Cukup jeias.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21




Cukup jelaé““‘;‘i

Pasal 22
Cukup jelas
- Tasal Zd
« Cukup jelas
‘v ~ Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR L/




